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PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
UNDIAN GRATIS BERHADIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk menciptakan peraturan perundang-
undangan yang fleksibel, komprehensif, dan responsif,
perlu dilakukan simplifikasi peraturan perundang-
undangan di lingkungan Kementerian Sosial;

bahwa Keputusan Menteri Sosial Nomor 38/HUK/1988
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Departemen Sosial, Peraturan Menteri Sosial Nomor 11
Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur
Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan
Pengumpulan Uang atau Barang dengan Sistem Online
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Sosial Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian
Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
dengan Sistem Online, Peraturan Menteri Sosial Nomor 6
Tahun 2017 tentang Agensi Penyelenggaraan Undian
Gratis Berhadiah, Peraturan Menteri Sosial Nomor 8
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Hasil Pengumpulan

Sumbangan Masyarakat dari Penyelenggaraan Undian
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Mengingat

Gratis berhadiah dalam Bentuk Uang, Peraturan Menteri
Sosial Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Undian Gratis Berhadiah, dan Peraturan Menteri Sosial
Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang
Hadiah Tidak Tertebak dan/atau Hadiah Tidak Diambil
Pemenang atas Penyelenggaraan Undian  Gratis
Berhadiah, perlu dilakukan simplifikasi;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Sosial tentang Undian Gratis

Berhadiah;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 623);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tentang
Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 237, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4040);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Kementerian Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6454);

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1973 tentang
Penertiban Penyelenggaraan Undian;

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang
Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor
20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 1845);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG UNDIAN GRATIS
BERHADIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Undian Gratis Berhadiah yang selanjutnya disingkat
UGB adalah tiap-tiap kesempatan untuk mendapatkan
hadiah yang diselenggarakan secara cuma-cuma dan
digabungkan atau dikaitkan dengan perbuatan lain yang
penentuan pemenangnya dilakukan dengan cara undi
atau cara lain.

Promosi adalah kegiatan pengenalan atau
penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa
untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang
dan/atau jasa.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat
PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang
diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk
melakukan penyidikan tindak pidana sesuai dengan
Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-
masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di
bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian
Republik Indonesia.

Petugas adalah pegawai atau PPNS yang ditunjuk oleh
pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian
Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan/atau dinas
sosial daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan
pemeriksaan dan pengawasan dalam penyegelan atau
penentuan pemenang penyelenggaraan UGB.

Penyegelan adalah pemeriksaan terhadap sarana
prasarana yang akan digunakan dalam penentuan

pemenang UGB langsung dan UGB tidak langsung.
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Penyegelan UGB Langsung adalah proses penghitungan,
pemeriksaan segala bentuk media yang digunakan, dan
jenis hadiah yang diajukan sebelum penyelenggaraan
UGB langsung dilaksanakan.

Penyegelan UGB Tidak Langsung adalah suatu tindakan
menutup periode program dengan menempelkan stiker
segel oleh petugas/saksi pada sarana UGB sebagai bukti
telah dilakukan pemeriksaan terhadap sarana UGB dan
dinyatakan layak untuk digunakan dalam penentuan
pemenang.

Hadiah Tidak Tertebak yang selanjutnya disingkat
HTTadalah hadiah yang disediakan penyelenggara UGB
tetapi tidak tertebak atau tidak ada pemenangnya.
Hadiah Tidak Diambil Pemenang yang
selanjutnyadisingkat HTDP adalah hadiah yang
disediakan penyelenggara UGB dan telah tertebak atau
adapemenangnya tetapi tidak diklaim hadiahnya setelah
dalam jangka waktu tertentu dan/atau tidak bisa diklaim
hadiahnya karena tidak sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pengelolaan Hasil Sumbangan Masyarakat adalah
keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pemanfaatan pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan sumbangan
masyarakat dari  penyelenggaraan UGB  untuk
kepentingan penanganan pemerlu pelayanan
kesejahteraan sosial dan pemberdayaan potensi dan
sumber kesejahteraan sosial.

Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang,
atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau
masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan
terhadap risiko sosial.

Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat
menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang
ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan/atau
masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi,

krisis politik, fenomena alam, wabah penyakit, dan



